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ABSTARCT

Land use change in peri-urban areas is a consequence of urbanization
pressures and metropolitan development, which significantly affect spatial
dynamics. Candi District, functioning as a buffer area for Sidoarjo City, has
experienced intensive spatial transformation during the period 2009—2024, driven
by the expansion of residential and industrial areas. This study aims to analyze the
patterns of land use change, the dynamics of spatial planning policies, and the
relationship between spatial planning policies and land use change in Candi
District, Sidoarjo Regency, from 2009 to 2024.

This research employed a Sequential Explanatory Mixed Methods design
with a descriptive-explanatory approach. Primary data were obtained through the
interpretation of multitemporal Landsat imagery from 2009, 2014, 2019, and 2024,
which were classified into six land use categories. The analyses included spatial
overlay of land use maps, confusion matrix analysis for accuracy assessment,
Average Nearest Neighbour (ANN) analysis, and normative analysis of the 2009
Sidoarjo Regency Spatial Plan (RTRW), the 2019 Detailed Spatial Plan of the
Candi Spatial Planning Area (RDTR BWP Candi), and the 2024 Sidoarjo Regency
Spatial Plan.

The results indicate that Candi District has undergone a consistent
transformation toward built-up areas. Agricultural land decreased from 1,470.22
ha (36.04%) in 2009 to 1,098.50 ha (26.93%) in 2024, representing a total
conversion of 371.72 ha, or an average of 24.78 ha annually. Conversely, urban
residential areas nearly doubled from 388.29 ha to 686.27 ha, while industrial
areas increased from 66.99 ha to 82.93 ha. The pattern of land use change was
clustered and concentrated along the Surabaya—Malang National Arterial Road
corridor, the East Ring Road, and areas adjacent to Sidoarjo City.

Policy analysis reveals that spatial planning regulations have tended to be
reactive to actual spatial changes. The 2019 RDTR BWP Candi exhibited
inconsistencies with the 2009 RTRW, particularly regarding the expansion of
industrial zones and the reduction of agricultural land allocations. Subsequently,
the 2024 RTRW adjusted to existing conditions while strengthening agricultural
land protection instruments through Sustainable Food Agricultural Land (KP2B)
and Agricultural Reserve Land (LSD). The relationship between spatial planning
policies and land use change is asymmetric and non-linear, in which land use
changes generally precede policy responses. Nevertheless, the development of the
East Ring Road has proven to be an important initial driver of residential and
industrial expansion in Candi District.

Keywords: land use change, spatial planning, urbanization, spatial analysis, Candi
District, RTRW, RDTR.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penataan ruang merupakan salah satu sarana strategis yang
digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kebijakan tata ruang sangat berperan penting
dalam mengelola tata ruang wilayah perkotaan untuk menunjang kegiatan
masyarakat, menjaga kelestarian hutan, serta berperan dalam mengembangkan
prasarana umum yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kualitas pelayanan dasar (Pramono, 2024). Perubahan penggunaan lahan (land
use change) menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak karena
berpotensi memicu degradasi ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, serta
meningkatnya konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Sebagai hasil dari
tekanan urbanisasi di negara berkembang, seperti kawasan Asia Tenggara dan
Tiongkok, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, komersial,
dan industri menjadi lebih cepat, terutama di wilayah metropolitan yang
mengalami pertumbuhan kota secara cepat (Xiao dkk., 2006). Fenomena ini juga
terjadi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tidak selalu
berjalan bersamaan dengan manajemen ruang yang baik.

Dalam konteks kebijakan nasional, pelaksanaan tujuan Pembangunan
berkelanjutan (SDGs) menekankan adanya sinkronisasi antara kebijakan tata
ruang dan dinamika perubahan penggunaan lahan agar kebutuhan pembangunan
tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan. Kerangka normatif penataan
ruang di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang yang mengalami pembaruan melalui UU No. 6 Tahun
2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, 2021, termasuk RTRW dan RDTR sebagai instrumen
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Dengan kerangka tersebut,

perencanaan ruang semestinya terpadu dan adaptif terhadap pertumbuhan



ekonomi, sosial, serta sebagai instrumen untuk mengontrol pemanfaatan ruang
seperti insentif, sanksi dan perizinan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan tata ruang masih bersifat normatif dan belum dapat
mengimbangi perubahan penggunaan lahan yang berlangsung cepat (Rukmana
& Shofwan, 2020).

Kritik terhadap praktik penataan ruang mengemuka ketika dokumen tata
ruang hanya sebatas peraturan administratif dan tidak mampu menyesuaikan
dengan perubahan yang terjadi di lapangan. Hal ini tercermin pada berbagai
kasus di daerah (misalnya Manokwari, Ambon dan Manggarai) karena dokumen
rencana tata ruang yang disusun Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan
dasar penyusunan rencana tata ruang sehingga banyak kondisi faktual di
lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dokumen rencana tata
ruang (Firmansyah dkk., 2024). Kesenjangan antara perencanaan dan
pelaksanaan tata ruang semakin buruk ketika penegakan hukum tata ruang yang
tidak memadai, sistem pengawasan yang lemah dan tumpang tindih kebijakan
sektoral. Akibatnya, lahan pertanian yang produktif berubah penggunaannya
menjadi kawasan industri dan permukiman tanpa kontrol yang memadai (Faludi,
2000).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bagian dari kawasan
Gerbangkertosusila (Gresik — Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo —
Lamongan) yang mengalami transformasi ruang secara signifikan. Fenomena
urbanisasi dari Kota Surabaya menyebabkan Kabupaten Sidoarjo mengalami
ekspansi ruang terbangun dalam skala besar, khususnya wilayah Sidoarjo bagian
utara dan tengah (Hadianti & Dewanto, 2023). Menurut laporan BPS (2024)
Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 71.934 hektar, meliputi 31.030 hektar
lahan pertanian dan 40.904 hektar lahan non pertanian dengan peruntukkan,
seperti kawasan industri, permukiman, dan sarana prasarana publik. Hal ini,
menunjukkan bahwa persentase lahan yang dibangun melampaui setengah luas
wilayah secara keseluruhan, sehingga menandakan tekanan pembangunan di

Sidoarjo cukup tinggi.



Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengatur dan
menata kembali arah pemanfaatan ruang melalui penyusunan dan revisi
kebijakan tata ruang, antara lain RTRW 2009-2029 (Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029), kemudian diterbitkan peraturan teknis
turunannya salah satunya RDTR Kecamatan Candi 2019-2039 (Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata
Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Candi Tahun 2019-2039) yang
kemudian tahun 2024 telah dicabut digantikan dengan RTRW 2024-2044
(Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044). Namun beberapa
penelitian di Sidoarjo menunjukkan adanya ketidaksinkron antara rencana ruang
dan kondisi pemanfaatan ruang aktual, terutama terkait konversi lahan pertanian
dan perkembangan kawasan terbangun (Karuniawan & Fauziah, 2015;
Kurniawan dkk., 2021). Situasi ini mengindikasikan bahwa persoalan penataan
ruang tidak hanya terletak pada ketidaksesuaian antara kebijakan penataan ruang
dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga adanya hubungan dinamis terkait
perubahan penggunaan lahan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh dinamika
penataan ruang itu sendiri (Tu & Zhang, 2023).

Permasalahan tersebut menjelaskan adanya relasi timbal balik melalui
perubahan penggunaan lahan yang dapat dipengaruhi oleh penetapan zonasi dan
arahan pemanfaatan ruang, tetapi pada saat yang sama perubahan di lapangan
juga mendorong revisi kebijakan tata ruang agar menyesuaikan kondisi aktual.
Kawasan yang sebelumnya ditetapkan oleh RTRW menjadi kawasan pertanian
atau perikanan telah berubah dan berkembang menjadi kawasan permukiman
atau industri akibat tekanan pembangunan, sehingga rencana tata ruang tidak lagi
mencerminkan kondisi aktual (Mandala dkk., 2024). Dengan demikian,
dinamika penataan ruang memiliki pengaruh terhadap arah dan pola perubahan
penggunaan lahan, baik melalui penetapan kawasan/zona, arahan pemanfaatan
maupun revisi kebijakan dalam merespons perkembangan wilayah (Ntlhe,

2022).



Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo juga tidak terlepas
dari kebijakan perkembangan “Kota Baru” yang menjadi salah satu fokus
pengembangan wilayah dalam Perda RTRW No. 6 tahun 2009-2029 Kabupaten
Sidoarjo (Asani, 2017). Kecamatan Candi menjadi fokus wilayah yang relevan
untuk dikaji karena termasuk dalam kawasan pengembangan Kota Baru di
Sidoarjo. Konsep kota baru mendorong pertumbuhan permukiman,
perdagangan, serta pengembangan infrastruktur di wilayah ini. Pengembangan
Kota Baru Sidoarjo didorong oleh faktor kebijakan tata ruang dan dorongan
investasi swasta yang mempercepat perubahan penggunaan lahan (Asani, 2017).
Kurun waktu hampir tiga dekade (1990-2017), Kecamatan Candi mengalami
perubahan penggunaan lahan yang signifikan berupa konversi lahan pertanian
dan tambak menjadi permukiman, perumahan, kawasan komersial dan
infrastruktur (Susilo, 2017). Kondisi ini selaras dengan temuan bahwa dinamika
kebijakan tata ruang memainkan peran penting dalam membentuk pola
perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Candi.

Transformasi penggunaan lahan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara
menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang berpengaruh terhadap arah
perubahan penggunaan lahan. Pada tingkat internasional, Tu & Zhang (2023)
menemukan bahwa perubahan penggunaan lahan di kawasan wurban village
Shenzhen dipengaruhi oleh kebijakan penataan ruang melalui pengaturan zonasi
dan arahan pengembangan. Dalam konteks yang serupa, Syaban & Appiah-
Opoku (2024) menjelaskan bahwa penetapan zonasi dalam rencana tata ruang
dapat mendorong terjadinya konversi lahan sesuai arahan rencana, meskipun
dalam praktiknya tetap muncul konflik dan ketidaksesuaian ketika
perkembangan wilayah berlangsung lebih cepat dibandingkan rencana tata
ruang. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas kebijakan
penataan ruang sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kapasitas
pengawasan, dan dinamika pembangunan aktual. Kondisi ini sejalan dengan
fenomena di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Candi yang merupakan
bagian dari kawasan pengembangan Kota Baru, di mana tekanan pembangunan

berpotensi mendorong konversi lahan mengikuti arahan kebijakan dan dorongan



investasi. Namun demikian, meskipun berbagai penelitian telah membahas
perubahan penggunaan lahan dan kebijakan penataan ruang, belum ada kajian
yang secara spesifik menganalisis perubahan muatan substansi dokumen
RTRW/RDTR lintas periode sekaligus menguji keterkaitannya dengan pola
perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan
Candi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menelaah
dinamika kebijakan penataan ruang secara normatif melalui perubahan muatan
substansi rencana tata ruang (tujuan, kebijakan strategi penataan ruang, pola
ruang dan struktur ruang) dan menganalisis pola perubahan penggunaan lahan
secara spasial serta keterkaitannya dengan kebijakan penataan ruang yang
berlaku di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2009-2024. Pendekatan ini
diharapkan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai hubungan
antara kebijakan penataan ruang dan dinamika pemanfaatan lahan di wilayah

peri urban.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah peri urban di kawasan
Gerbangkertosusila yang mengalami tekanan pembangunan tinggi akibat
pertumbuhan penduduk, ekspansi industri, dan urbanisasi dari Kota Surabaya.
Dalam merespons dinamika tersebut, Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo telah
menerbitkan beberapa kebijakan tata ruang, antara lain Perda No. 6 Tahun 2009
tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029; Perda No. 2 Tahun 2019 tentang
RDTR dan Peraturan Zonasi WP Candi Tahun 2019-2039 sebagai bagian dari
lima RDTR kawasan Perkotaan (Wonoayu, Balong bendo, Sidoarjo, Buduran,
Candi), serta Perda No. 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kab. Sidoarjo Tahun 2024-

2044 sebagai bentuk pengendalian arah pemanfaatan ruang.

Berbagai studi menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara arah
kebijakan penataan ruang dan perubahan penggunaan lahan yang terjadi, yang
ditandai dengan berkurangnya lahan pertanian dan semakin meluasnya kawasan

terbangun (Kurniawan dkk., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan



untuk mengkaji secara sistematis dinamika kebijakan penataan ruang dan

perubahan penggunaan lahan dalam rentang waktu 2009-2024. Kabupaten

Sidoarjo digunakan sebagai konteks analisis dinamika kebijakan melalui kajian

RTRW/RDTR lintas periode, sedangkan Kecamatan Candi ditetapkan sebagai

fokus analisis spasial perubahan penggunaan lahan untuk mengetahui

keterkaitan arahan kebijakan dengan perubahan lahan yang terjadi.

1. Bagaimana pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Candi pada
periode 2009-2024 ?

2. Bagaimana dinamika kebijakan penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo pada
periode 2009-2024 ditinjau dari perubahan muatan substansi rencana tata
ruang serta keterkaitannya dengan pola perubahan penggunaan lahan di

Kecamatan Candi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai
dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Candi pada
periode 2009-2024.

2. Mengetahui dinamika kebijakan penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo pada
periode 2009-2024 melalui perubahan muatan substansi RTRW/RDTR
(tujuan, kebijakan strategi, struktur ruang, dan pola ruang), serta
mengkaitkannya dengan pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan

Candi.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dan diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat penelitian ini dalam bidang pendidikan yaitu diharapkan dapat
menambah pengetahuan serta rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya
dalam bidang penataan ruang. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
menganalisis perubahan penggunaan lahan pada wilayah pinggiran kota

yang makin berkembang seperti yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.



2. Manfaat Praktis

a) Membantu memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dalam upaya
pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam menilai sejauh mana
kebijakan penataan ruang telah efektif dalam mengarahkan perubahan
penggunaan lahan secara faktual, bagi pihak terkait yaitu, Kantor
Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b) Membantu memberikan informasi mengenai arah pengembangan ruang,
kondisi zonasi aktual, serta potensi risiko terjadinya penyimpangan
pemanfaatan lahan, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan
keberlanjutan investasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo bagi pihak terkait

yaitu masyarakat dan investor.

E. Batasan Masalah

Agar pelaksanaan penelitian lebih fokus, tepat sasaran, dan terarah pada
substansi yang dikaji, diperlukan penetapan batasan masalah. Batasan ini
berfungsi untuk mempertajam ruang lingkup pembahasan sehingga
memudahkan penelitian mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan wilayah
analisis dalam penelitian ini terdiri atas dua ruang lingkup wilayah, yaitu: (1)
ruang lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai cakupan analisis normatif
untuk menelaah dinamika kebijakan penataan ruang, dan (2) ruang lingkup
wilayah Kecamatan Candi sebagai cakupan analisis spasial untuk memetakan
perubahan penggunaan lahan serta mengevaluasi keterkaitannya dengan arahan

rencana tata ruang. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Kajian utama penelitian ini adalah analisis pola perubahan penggunaan
lahan pada ruang lingkup Kecamatan Candi dan analisis dinamika kebijakan
penataan ruang pada ruang lingkup Kabupaten Sidoarjo pada periode tahun
2009 hingga 2024.

2. Analisis pola perubahan penggunaan lahan dilakukan secara spasial dan
dibatasi pada Kecamatan Candi sebagai wilayah kajian. Analisis spasial
difokuskan untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan

multitemporal pada periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024, termasuk



jenis perubahan penggunaan lahan yang dominan serta pola keruangan
sebaran perubahannya

Analisis kebijakan penataan ruang dilakukan secara normatif dengan
mengkaji muatan substansi dokumen rencana tata ruang yang meliputi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-
2029, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP)
Kecamatan Candi Tahun 2019-2039, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044. Kajian normatif difokuskan
pada perubahan muatan substansi rencana tata ruang yang mencakup tujuan
penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur ruang serta
pola ruang. Berdasarkan hasil analisis dinamika kebijakan selanjutnya
dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan untuk menilai hubungan

keduanya.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kecamatan Candi mengalami transformasi penggunaan lahan yang
berlangsung konsisten dan searah selama 2009-2024. Lahan sawah menyusut
secara berkelanjutan dari 1.470,22 Ha (36,04%) menjadi 1.098,50 Ha
(26,93%), dengan total konversi 371,72 Ha atau rata-rata 24,78 Ha per tahun.
Konversi didominasi oleh ekspansi permukiman perkotaan yang hampir dua
kali lipat, dari 388,29 Ha menjadi 686,27 Ha, dan pertumbuhan industri dari
66,99 Ha menjadi 82,93 Ha. Intensitas perubahan menunjukkan tren
perlambatan antar periode, dari 205,21 Ha (2009-2014) menjadi 156,55 Ha
(2014-2019) dan 116,50 Ha (2019-2024), yang lebih banyak disebabkan oleh
terbatasnya ketersediaan lahan tersisa daripada keberhasilan pengendalian
ruang. Hasil analisis Average Nearest Neighbour (ANN) menunjukkan pola
perubahan keseluruhan bersifat mengelompok (clustered) yang signifikan
secara statistik (z-score —5,007, p-value 0,000001), dengan klaster perubahan
terkonsentrasi di koridor Jalan Arteri Nasional Surabaya—Malang, Jalan
Lingkar Timur, dan wilayah berbatasan langsung dengan Kota Sidoarjo.

2. Dalam rentang 2009-2024, Kabupaten Sidoarjo menerbitkan tiga instrumen
regulasi tata ruang yang berlaku di Kecamatan Candi, yaitu RTRW 2009
(Perda No. 6/2009), RDTR BWP Candi 2019 (Perda No. 2/2019), dan RTRW
2024 (Perda No. 4/2024). Analisis normatif mengungkap tiga inkonsistensi
vertikal signifikan antara RDTR 2019 terhadap RTRW 2009: alokasi industri
melampaui hampir tiga kali lipat mandat RTRW (219,61 Ha berbanding 60,52
Ha), defisit alokasi pertanian sebesar 163,89 Ha dari mandat LP2B 266 Ha,
serta hilangnya arahan strategis kawasan pesisir dan KAPUK secara
operasional. Analisis kesesuaian menunjukkan tren kesesuaian yang
meningkat secara formal dari 61,9% (2009-2014) menjadi 67,6% (2019—
2024) dan mencapai 76,99% pada evaluasi penggunaan lahan 2024 terhadap
RTRW 2024. Namun, peningkatan angka kesesuaian ini lebih mencerminkan

proses legalisasi retrospektif kondisi eksisting dalam RTRW daripada
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keberhasilan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana ditunjukkan
oleh ketidaksesuaian di kawasan Sempadan Sungai yang memiliki luas tetap
yaitu 53,99 Ha sepanjang tiga periode dan ketidaksesuaian di Kawasan Lahan
Sawah Tanaman Pangan yang justru meningkat dari 5,70 Ha menjadi 10,84
Ha.

. Relasi antara kebijakan penataan ruang dan perubahan penggunaan lahan di
Kecamatan Candi bersifat asimetris, non-linier, dan didominasi arah bottom-
up, di mana perubahan lahan di lapangan umumnya mendahului respons
regulasi. Setiap periode menunjukkan tipologi yang berbeda: direktif-parsial
pada 2009-2014 ketika RTRW 2009 mengarahkan sebagian ekspansi
permukiman namun tanpa instrumen pengendalian operasional yang
memadai; reaktif-legalisasi retrospektif pada 20142019 ketika RDTR 2019
hadir mengakomodasi dan melegitimasi perkembangan satu dekade yang
sudah berlangsung, termasuk ekspansi industri yang hampir tiga kali lipat
arahan induknya; adaptif-operasional pada 2019-2024 seiring berlakunya
RDTR secara penuh, perubahan hierarki lex superior pasca UU Cipta Kerja,
dan mulai beroperasinya instrumen LSD; serta reaktif legalisasi retrospektif
pada 2024 ketika RTRW 2024 melegitimasi kondisi eksisting sekaligus
membangun batasan melalui KP2B dan LSD. Satu-satunya fungsi direktif
yang teridentifikasi secara jelas adalah penetapan Jalan Lingkar Timur dalam
RTRW 2009 yang secara langsung memicu perkembangan industri dan
permukiman di sepanjang koridor tersebut, mengonfirmasi bahwa kebijakan
struktur ruang mampu berperan sebagai penggerak awal perubahan pola
ruang, sebuah mekanisme yang perlu diperkuat dalam penyusunan kebijakan

ke depan.
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B. Saran

1. Bagi OPD terkait di Kabupaten Sidoarjo:

a) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu menggeser pendekatan
penyusunan dan revisi dokumen tata ruang dari reaktif menjadi antisipatif
dengan memperkuat sistem pemantauan spasial berbasis penginderaan
jauh secara berkala, sehingga ketidaksesuaian di lapangan dapat terdeteksi
lebih awal dan direspons melalui kebijakan yang lebih proaktif.

b) Menangani ketidaksesuaian persisten di kawasan Sempadan Sungai yang
stagnan di 53,99 Ha selama 15 tahun perlu ditangani melalui program
penertiban terpadu yang melibatkan Bappeda, Dinas PU-PR, dan
kecamatan, termasuk evaluasi bangunan eksisting dan penyusunan
program relokasi yang terukur dan berkeadilan.

¢) Menyusun RDTR pasca UU Cipta Kerja berdasarkan asas lex superior
derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. RDTR yang baru
diposisikan sebagai penjabaran teknis operasional yang sepenuhnya taat

pada arahan RTRW 2024.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo :

a) Memperkuat sosialisasi prosedur KKPR-OSS kepada masyarakat dan
pengembang mengenai pentingnya pengecekan kesesuaian pola ruang
sebelum transaksi lahan, mengingat masih ditemukannya perubahan
penggunaan lahan yang mendahului pengecekan kesesuaian tata ruang,
melalui portal informasi digital yang mudah diakses dan sosialisasi di
tingkat kelurahan atau desa.

b) Mengoptimalkan integrasi data LSD dan LBS ke dalam sistem layanan
pertanahan melalui pemutakhiran data secara berkala dan konsisten lintas
instansi. Upaya ini penting karena RDTR BWP Candi Tahun 2019 belum
secara tegas membatasi perubahan lahan sawah, sehingga perlindungan

LSD perlu diperkuat dalam periode perencanaan berikutnya.
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3. Bagi Kecamatan Candi:

a) Mengaktifkan peran perangkat desa sebagai deteksi awal terhadap
kegiatan pengurugan, konversi lahan, dan pembangunan yang belum
disertai perizinan, khususnya di kawasan yang masuk arahan LP2B dan
LSD.

b) Membangun mekanisme pelaporan perubahan fisik yang cepat dari tingkat
desa ke kecamatan dan selanjutnya ke instansi perizinan, guna
mempersingkat jarak antara terjadinya potensi pelanggaran dan tindakan

penertiban di lapangan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya:

a) Menggunakan citra beresolusi lebih tinggi seperti Sentinel-2 atau data
DEMNAS untuk meningkatkan ketelitian klasifikasi penggunaan lahan,
khususnya dalam membedakan permukiman perkotaan dan pedesaan yang
memiliki karakteristik visual serupa pada skala kecamatan.

b) Memperluas aspek analisis dengan memasukkan variabel harga lahan,
nilai investasi properti, dan dinamika pasar perumahan sebagai faktor
penjelas atas pola perubahan penggunaan lahan yang teridentifikasi,
terutama untuk menguji mekanisme kekuatan sentrifugal yang mendorong
ekspansi permukiman dari Kota Surabaya ke Kecamatan Candi.

¢) Melakukan evaluasi pasca RTRW 2024 dengan data yang lebih mutakhir
untuk menguji apakah penguatan instrumen LSD, KP2B, dan perubahan
hierarki perencanaan pasca UU Cipta Kerja efektif dalam menggeser
tipologi relasi kebijakan dari reaktif menuju direktif dalam menghadapi

tekanan urbanisasi Kecamatan Candi ke depannya.
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